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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya
ketidaksesuaian, yang menimbulkan penambahan
dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan perkembangan ekonomi makro daerah,

kerangka Pendanaan, target dan sasaran yang tidak sesuai
asumsi dasar perencanaan pembangunan dan untuk
menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025 merupakan landasan penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi



Menetapkan

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 543);

. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor
17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat
Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

a. dasar penetapan perubahan RKPD; dan

b. pedoman penyusunan KUPA dan P-PPAS.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan;
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.

m o op o T

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

(1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyusun KUPA dan P-PPAS tahun
anggaran 2025 dengan berpedoman pada perubahan RKPD tahun 2025.

(2) KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibahas bersama DPRD untuk kemudian menjadi nota kesepakatan
KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025.

(3) Berdasarkan KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun rancangan perubahan APBD tahun
anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam hal perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD tentang KUPA dan P-PPAS tahun anggaran 2025, maka
Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 17 juni 2025
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Diundangkan di Tideng Pale,
pada tanggal 17 juni 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah proses yang dirancang untuk
membawa perubahan positif dan mempengaruhi keberhasilan program yang
dijalankan. Ini dimulai sebagai langkah pertama dalam proses pembangunan,
bertindak sebagai panduan utama dan memanfaatkan berbagai potensi dan
sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah
pembangunan dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih kompetitif,
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Nomor 23
Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang merumuskan rencana
pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan ini harus dikembangkan dengan cara
yang transparan, responsif, efisien, efektif, dapat dipertanggungjawabkan,
partisipatif, terukur, adil, dan memperhatikan aspek lingkungan, yang
terdokumentasi dalam rencana pembangunan daerah.

Hierarki perencanaan ini mencakup dokumen perencanaan jangka
panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup arah kebijakan, prioritas
pembangunan, kerangka ekonomi daerah, dan kegiatan perangkat daerah,
yang menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD). RKPD memainkan peran penting dalam menghubungkan
perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran tahunan, serta
sebagai detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RKPD disusun dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Kerja Pemerintah, yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan
anggaran, yang termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
menyebutkan bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan melalui

beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan



awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang
RKPD, perumusan Rancangan Teknokratik RKPD, dan penetapan RKPD
melalui peraturan kepala daerah. Selain itu, secara empiris proses penyusunan
RKPD dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, demokratis partisipatif,
politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergisitas antar wilayah, antar sektor, antar urusan pemerintahan, dan antar
pemerintahan (daerah, propinsi dan pusat).

Dalam proses perencanaan teknokratis, metode dan kerangka pemikiran
ilmiah serta strategis digunakan. Hal ini melibatkan berbagai langkah seperti:
a) Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pembangunan di tahun
sebelumnya; b) Menilai status dan kinerja saat ini dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan; c) Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang akan
mempengaruhi rencana pembangunan; d) Menyusun tujuan, strategi, dan
kebijakan untuk pembangunan; e) Mempertimbangkan kendala sumber daya
dan anggaran; f) Menetapkan prioritas dan program berbasis kinerja; g)
Menetapkan standar dan target untuk pencapaian program; h) Membuat
perkiraan anggaran untuk program di masa depan; i) Menentukan tanggung
jawab dan batas waktu pencapaian tujuan. Pendekatan ini menjamin
pembuatan rencana yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan demokratis dan partisipatif mengutamakan keterlibatan
berbagai pihak dalam proses pembangunan. Ini termasuk: a) Mengidentifikasi
stakeholder yang relevan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
b) Menjamin kesetaraan di antara semua pihak; c) Menyediakan transparansi
dan akuntabilitas; d) Memastikan representasi yang memadai dari semua
segmen masyarakat; e) Mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap
RKPD; f) Melibatkan media; g) Menjalankan Musrenbang RKPD dengan kualitas
tinggi dan perencanaan partisipatif; h) Mencapai konsensus di setiap tahap
pengambilan keputusan.

Sementara itu, pendekatan politis dalam RKPD menandakan bahwa
rencana ini adalah pelaksanaan dari RPUMD Kabupaten Tana Tidung 2021 -
2026 dan arahan umum dari RPJPD 2005-2025. Ini mencakup: a) Koordinasi
strategis antara Kepala Daerah dan kepala perangkat daerah yang mencakup
aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam
Musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten; c) RKPD sebagai regulasi



Bupati yang menjadi acuan untuk semua perencanaan, termasuk anggaran.
Pendekatan ini memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan
kebijakan politik yang diamanatkan kepada Kepala Daerah.

Pendekatan perencanaan Atas-Bawah atau Top-Down  berarti
perencanaan dibentuk sesuai dengan hierarki pemerintahan dan disinkronkan
melalui berbagai forum perencanaan dan rapat koordinasi, yang meliputi
semua tingkatan mulai dari nasional hingga kabupaten. Dalam RKPD,
pendekatan ini terlihat melalui: a) Integrasi dengan RKPD dan rencana kerja
perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, serta rencana kerja pemerintah
dan lembaga terkait; b) Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang Kabupaten Tana Tidung; c) Kesesuaian dengan
rencana tata ruang wilayah daerah; d) Penanganan masalah secara menyeluruh
dan sistematis; e) Kerjasama dan komitmen pemerintah terhadap tujuan
pembangunan global seperti SDGs dan standar pelayanan minimal.

Sedangkan pendekatan Bawah-Atas atau Bottom-Up berarti perencanaan
dibuat sesuai dengan tingkat pemerintahan dari bawah, dimulai dari kelurahan
hingga kabupaten. Pendekatan ini terwujud melalui: a) Pengumpulan aspirasi
dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan visi dan
misi Kabupaten Tana Tidung; b) Pertimbangan terhadap hasil Musrenbang dan
kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan; «c)
Pertimbangan terhadap hasil forum perangkat daerah. Rancangan RKPD 2025
dibuat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, dan
RPJPD Kabupaten Tana Tidung, serta berdasarkan inventarisasi kebutuhan riil
pembangunan melalui Musrenbang.

Selain itu, perencanaan di Kabupaten Tana Tidung juga menggunakan
pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Pendekatan ini mencakup
penanganan menyeluruh dan fokus pada aktivitas yang penting untuk
mencapai tujuan program prioritas, integrasi semua program dan kegiatan
untuk tujuan bersama, serta perencanaan berdasarkan data dan lokasi yang
jelas untuk memudahkan integrasi dan pemantauan di lapangan.

RKPD secara keseluruhan dirancang dengan metode ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, diimplementasikan dengan menginterpretasikan visi
dan misi kepala daerah bersama DPRD, dan menyinkronkan hasil perencanaan

melalui forum pembangunan yang diadakan dari tingkat desa hingga nasional.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun

2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6232);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);



25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2012 Nomor 16); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu

kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional, provinsi,

maupun kabupaten. Terdapat beberapa dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berkaitan dengan RKPD ini yaitu

1.
2.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Utara

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan

Utara

5. Rencana Kerja Pemerintah Nasional

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung



8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana
Tidung

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Berikut penggambaran keterkaitan antar dokumen dengan RKPD Kabupaten

Tana Tidung tahun 2025:
RPJPN Nasional

Renstra PD
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Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Perubahan Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2025 bertujuan
untuk mengarahkan perencanaan pembangunan daerah secara holistik,
tematik, dan terintegrasi. Ini dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi
Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah
untuk tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Perubahan
Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 adalah:

1. Memberikan pedoman untuk pembangunan tahunan di Kabupaten Tana
Tidung pada tahun 2025.

2. Menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya, untuk
mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun
2025 sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026.

3. Berfungsi sebagai parameter untuk mengukur kesuksesan kepemimpinan

Bupati dan Wakil Bupati dalam mengelola pemerintahan.



4. Menjadi alat ukur kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya dalam mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil
Bupati.

5. Digunakan sebagai alat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD
untuk mengontrol pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan
menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran
program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.

6. Menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tana Tidung untuk Tahun
Anggaran 2025, serta menjadi panduan dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang sama

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN
Bab I memuat tentang latar belakang penyusunan Rancangan RKPD
Kabupaten Tana Tidung, dasar hukum, hubungan RKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika
penulisan Rancangan RKPD Kabupaten Tana Tidung.

2. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I 2025
Bab Il memuat tentang hasil evaluasi RKPD setiap perangkat daerah mulai
tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dan
hasil evaluasi pelaksanaan program setiap perangkat daerah triwulan I
tahun 2025

3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Pada bab III menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang
meliputi kondisi ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi provinsi,
arah kebijakan ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek
perekonomian daerah tahun 2025. Selain itu didijelaskan juga tentang
arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi proyeksi keuangan
daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah,
arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Pada bab IV menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan, yang
didalamnya dijelaskan tentang sasaran, dan agenda pembangunan
nasional, dan visi dan misi pembangunan provinsi. selain itu dijelaskan
juga tentang prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025, yang
meliputi isu strategis dan alternatif arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Tana Tidung, isu strategis dan alternatif arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Tana Tidung, dan tema dan prioritas
pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025.
. BAB V: RENCANA KERJA
Pada bab ini memuat Rencana Program yang akan dilaksanakan sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026, guna mendukung

prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025.

6. BAB VI : PENUTUP
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I 2025

Evaluasi pelaksanaan program RKPD merupakan proses sistematis untuk
menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program yang
dijalankan oleh berbagai OPD di pemerintahan daerah. Proses ini melibatkan
pengukuran dan analisis capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Capaian kinerja OPD sendiri
menunjukkan sejauh mana kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh OPD
berhasil memenuhi indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang
seringkali mencakup aspek-aspek seperti kepuasan masyarakat, kualitas
layanan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui evaluasi pelaksanaan
program, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara hasil
yang diharapkan dan hasil yang diperoleh, memahami penyebab-penyebab dari
varian tersebut, dan mengambil langkah-langkah korektif untuk meningkatkan
kualitas dan hasil dari pelaksanaan program. Evaluasi ini juga berperan dalam
memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan
sumber daya publik, sekaligus mendukung keputusan-keputusan strategis
dalam pengembangan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk masa
mendatang.

Data berikut ini menggambarkan evaluasi kinerja tahunan dari berbagai
OPD di Kabupaten Tana Tidung, yang meliputi berbagai sektor mulai dari
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pemerintahan lokal. Tabel ini
memaparkan persentase pencapaian setiap OPD selama tiga tahun terakhir,
ditandai dengan kategori kinerja seperti Tinggi (T), Sangat Tinggi (ST), Rendah
(R), dan Sangat Rendah (SR). Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa
setiap OPD bekerja efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan
mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau intervensi khusus.
Dengan memonitor kinerja secara berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Tana
Tidung berkomitmen untuk transparansi dan peningkatan layanan publik yang

berkelanjutan.
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Tabel 2. 1 Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Tahun 2021-2025 TW I

CAPAIAN KINERJA

NO OPD 2021 2022 2023 2024 2025 TW1I
% P % P % P % P % P

1 | Dinas Pendidikan 86,55 (T) 43,76 | (SR) | 95,47 | (ST) | 56,27 (R) 1,67 SR
2 | Dinas Kesehatan 94,64 | (ST) | 86,51 (T) 96,18 (R) 71,34 (S) 7,14 SR
3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman 99,76 | (ST) | 83,77 (T) 84,81 (T) 92,18 (ST) 2,39 SR
4 | Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,97 | (ST) | 98,77 (ST) 100 (ST) | 97,22 (ST) 1,51 SR
S | Dinas Lingkungan Hidup 95,43 | (ST) | 92,82 | (ST) | 99,32 | (ST) | 101,31 | (UNK) | 24,90 SR
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 98,07 | (ST) | 90,14 (T) 99,1 (ST) | 72,09 (S) 14,47 SR
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika 83,94 (T) 95,86 | (ST) | 99,36 | (ST) | 83,85 (T) 16,54 SR
8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 139,09 | (ST) | 140,87 | (ST) | 101,88 | () 137,49 | (UNK) 5,50 SR
9 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 91,58 | (ST) | 99,52 | (ST) | 97,79 | (ST) | 133,39 | (UNK) | 10,85 SR
10 | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 98,81 | (ST) | 156,01 | (ST) 100 (T) 100,24 (ST) 12,38 SR
11 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 88,79 (T) 100,66 | (ST) 100 (T) 68,89 (S) 7,96 SR
12 | Dinas Perhubungan 99,99 | (ST) 79 (T) 91,67 (T) 74,25 (S) 19,15 SR
13 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 91,29 | (ST) | 88,74 (T) 100 (ST) | 86,86 (T) 13,68 SR
14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 89,3 (T) 98,46 (ST) 93,33 | (ST) | 87,96 (T) 1,43 SR
15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 93,33 | (ST) | 99,86 | (ST) | 95,64 (T) 80,21 (T) 8,58 SR
16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 87,74 (T) 100 (ST) | 97,25 (T) 93,97 (ST) 12,11 SR
17 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 89,62 (T) 47 (SR) | 90,07 (S) 93,78 (ST) 16,36 SR
18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 104,31 | (ST) | 136,21 | (ST) | 97,48 | (ST) | 81,40 (T) 5,26 SR
19 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 90,35 (T) 99,56 | (ST) | 98,37 | (ST) | 98,10 (ST) 9,38 SR
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 93,8 (ST) | 84,55 (T) 100 (ST) | 133,33 | (UNK) 6,84 SR
21 | Satuan Polisi Pamong Praja 100,88 | (ST) | 93,75 | (ST) | 90,43 (T) 85,66 (T) 22,80 SR
22 | Bagian Umum 97,59 | (ST) | 54,24 (R) 98,96 | (ST) | 99,89 (ST) 23,52 SR
23 | Bagian Pemerintahan 218,75 | (ST) 97,3 (ST) 100 (ST) | 139,66 | (UNK) | 23,15 SR
24 | Bagian Administrasi Pembangunan 97,5 (ST) | 38,71 | (SR) 100 (ST) | 98,60 (ST) 12,08 SR
25 | Bagian Hukum 91 (ST) | 102,65 | (ST) 100 (ST) | 99,21 (ST) 30,13 SR
26 | Bagian Organisasi 99,29 | (ST) 90 (T) 91,07 (T) 92,86 (ST) 19,17 SR
27 | Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 104,81 | (ST) | 78,22 (T) 82,93 (R) 87,27 (T) 11,16 SR
28 | Sekretariat DPRD 99,11 | (ST) | 80,63 (T) 93 (T) 94,17 (ST) 17,68 SR
29 | Kecamatan Sesayap 93 (ST) | 98,44 | (ST) 100 (T) 94,86 (ST) 21,35 SR
30 | Kecamatan Sesayap Hilir 99,5 (ST) | 100,48 | (ST) 98 (ST) | 142,97 | (UNK) | 14,67 SR
31 | Kecamatan Tana Lia 86,08 (T) | 126,48 | (ST) | 99,28 | (ST) | 105,80 | (UNK) | 12,49 SR
32 | Kecamatan Betayau 93,65 | (ST) | 105,76 | (ST) | 74,11 (S) 99,93 (ST) 8,02 SR
33 | Kecamatan Muruk Rian 84,99 (T) 95,34 | (ST) 100 (ST) | 67,64 (S) 26,44 SR
34 | Inspektorat Kabupaten 97,19 | (ST) | 56,97 (R) 91,88 | (ST) | 96,60 (ST) 28,04 SR

*P = Predikat
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Data di atas menyajikan rekapitulasi capaian kinerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021
hingga Triwulan I tahun 2025. Setiap tahun, capaian kinerja OPD diukur dalam
bentuk persentase disertai dengan predikat, seperti Sangat Tinggi (ST), Tinggi
(T), Sedang (R), dan Sangat Rendah (SR). Pada tahun 2021 dan 2022, mayoritas
OPD menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian di atas 80 persen
dan memperoleh predikat ST atau T. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Sosial, dan Dinas Kominfo secara konsisten berada pada kategori Sangat
Tinggi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-
tahun awal berjalan secara optimal.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, mulai terlihat adanya penurunan
kinerja di beberapa OPD. Sebagian besar OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas
Kependudukan, dan Inspektorat Kabupaten mengalami penurunan capaian
dan mulai memperoleh predikat Sedang (R) hingga Tidak Tercapai (UNK). Meski
demikian, beberapa OPD strategis seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan,
dan Badan Keuangan masih mampu mempertahankan capaian tinggi. Terdapat
pula pergeseran pola capaian yang mungkin disebabkan oleh beban kerja,
pergeseran anggaran, atau hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
Capaian ini menjadi cerminan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan program
perlu dijaga agar hasil tetap optimal.

Pada Triwulan I tahun 2025, capaian kinerja mayoritas OPD cenderung
sangat rendah dengan predikat SR. Nilai capaian berada di bawah 30 persen,
bahkan ada yang di bawah 5 persen seperti Dinas Pendidikan (1,67%) dan
Dinas Sosial (1,51%). Namun demikian, terdapat beberapa OPD yang
menunjukkan progres awal cukup tinggi, seperti Inspektorat Kabupaten
(28,04%) dan Bagian Umum (22,52%). Kondisi ini mencerminkan bahwa
realisasi program pada awal tahun belum merata dan memerlukan percepatan
pada triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, rekapitulasi ini menegaskan
pentingnya monitoring rutin dan dukungan lintas sektor untuk menjaga

capaian kinerja sesuai target tahunan.
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Tabel 2. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran OPD Tahun 2021-2025 TW I

REALISASI ANGGARAN

NO OPD 2021 2022 2023 2024 2025 TW1I
% P % P % P % P % P
1 | Dinas Pendidikan 72,39 | (S) | 34,37 | (SR) | 585,71 | (ST) | 40,13 (SR 2,23 SR
2 | Dinas Kesehatan 58,63 | (R) 55,9 (R) 62,3 (R) 80,10 (T) 4,16 SR
3 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman 89,78 | (T) | 93,41 | (ST) | 78,52 (T) 98,09 (ST) 1,05 SR
4 | Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 81,88 | (1) 86,1 (T) 90,56 | (ST) | 114,39 | (UNK) 5,21 SR
S | Dinas Lingkungan Hidup 86,71 | (T) | 73,85 | (S) 95,53 | (ST) | 327,56 | (UNK) 8,32 SR
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 95,02 | (ST) | 94,87 | (ST) 92,8 (ST) | 96,19 (ST) 0,29 SR
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika 8194 | (T) | 78,29 | (T) 92,43 | (ST) | 99,28 (ST) 1,68 SR
8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 73,73 | (S) | 67,29 | (S) 82,76 (T) 75,26 (S) 0,27 SR
9 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 91,4 | (ST) | 96,32 | (ST) | 94,91 | (ST) | 107,19 | (UNK) | 60,49 R
10 | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 82,61 (T) 81,3 (T) 86,84 (T) 114,35 | (UNK) 5,11 SR
11 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 81,6 (T) | 79,74 | (T) 83,47 (T) 60,11 (R) 2,56 SR
12 | Dinas Perhubungan 97,52 | (ST) | 75,68 | (S) 87,86 (T) 74,43 (S) 6,04 SR
13 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 88,81 | (T) | 80,68 | (T) 91,76 | (ST) | 92,19 (ST) 6,57 SR
14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 91,5 | (ST) | 96,71 | (ST) | 94,59 | (ST) | 100,20 (ST) 5,81 SR
15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 84,74 | (T) | 94,15 | (ST) | 89,76 (T) 77,05 (T) 0,58 SR
16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 69,88 | (S) | 89,65 | (1) 83,85 (T) 77,03 (T) 3,52 SR
17 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 79,6 (T) | 51,95 | (R 71,48 (S) | 835,46 | (UNK) 4,32 SR
18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 86,91 | (T) | 87,48 | (T) 93,19 | (ST) | 84,49 (T) 6,49 SR
19 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 74,03 | (S) | 81,04 | (T) 90,69 | (ST) | 97,78 (ST) 2,40 SR
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 79,63 | (T) | 76,91 | (T) 94,9 (ST) | 108,35 | (UNK) 2,66 SR
21 | Satuan Polisi Pamong Praja 92,13 | (ST) | 89,36 | (1) 83,36 (T) 99,99 (ST) 64,13 R
22 | Bagian Umum 91,52 | (ST) | 42,85 | (SR) | 94,67 | (ST) | 92,86 (ST) 11,72 SR
23 | Bagian Pemerintahan 96,55 | (ST) | 91,78 | (ST) | 93,33 | (ST) | 111,06 | (UNK) 4,81 SR
24 | Bagian Administrasi Pembangunan 81,21 | (T) | 49,53 | (SR) | 94,84 | (ST) | 193,18 | (UNK) 11,18 SR
25 | Bagian Hukum 76,41 | (T) | 91,34 | (ST) | 95,58 | (ST) | 134,64 | (UNK) 0,00 SR
26 | Bagian Organisasi 82,61 | (T) | 76,81 (T) 82,57 (T) 88,41 (T) 9,96 SR
27 | Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 76,64 | (T) | 61,27 | (R) 63,52 (R) 73,55 (S) 6,66 SR
28 | Sekretariat DPRD 78,46 | (T) | 65,91 | (R) 86,51 (T) | 289,46 | (UNK) | 35,31 SR
29 | Kecamatan Sesayap 80,87 | (T) | 98,22 | (ST) | 84,87 (T) | 162,15 | (UNK) 7,25 SR
30 | Kecamatan Sesayap Hilir 98,92 | (ST) | 90,63 | (T) 97,71 | (ST) | 103,46 | (UNK) 0,34 SR
31 | Kecamatan Tana Lia 85,86 | (1) 97,2 | (ST) | 95,88 | (ST) | 98,84 (ST) 0,29 SR
32 | Kecamatan Betayau 93,5 | (ST) | 94,91 | (ST) 70,6 (S) 85,67 (T) 0,37 SR
33 | Kecamatan Muruk Rian 86,3 (T) | 94,48 | (ST) | 98,57 | (ST) | 95,85 (ST) 15,67 SR
34 | Inspektorat Kabupaten 91 (ST) | 27,68 | (SR) | 97,52 | (ST) | 105,48 | (UNK) 5,50 SR

*P = Predikat
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Data di atas menyajikan rekapitulasi realisasi anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2021 hingga
Triwulan I tahun 2025. Data dalam tabel menunjukkan persentase serapan
anggaran tahunan beserta predikat kinerja anggarannya, seperti Sangat Tinggi
(ST), Tinggi (T), Sedang (S), dan Sangat Rendah (SR). Pada tahun 2021 dan
2022, sebagian besar OPD mencatatkan kinerja anggaran yang tinggi hingga
sangat tinggi. Contohnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
serta Dinas Perhubungan yang konsisten memperoleh predikat ST dengan
realisasi anggaran di atas 90%. Namun, terdapat juga OPD seperti Dinas
Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang realisasinya tergolong rendah.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi
anggaran pada sejumlah OPD, misalnya Dinas Pendidikan dengan realisasi
mencapai 585,71% dan Sekretariat DPRD sebesar 289,46%. Hal ini
menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan program yang signifikan
meskipun perlu dikaji lebih lanjut mengenai efektivitas alokasinya. Sebaliknya,
beberapa OPD seperti Bagian Umum dan Badan Pengelola Keuangan
menunjukkan realisasi yang masih rendah, bahkan berada di bawah 50%.
Perbedaan ini mencerminkan beragamnya kapasitas manajerial dan
perencanaan keuangan antar OPD. Predikat realisasi juga sangat bervariasi,
dari SR hingga UNK (Tidak Diketahui), menandakan ketidakteraturan dalam
pelaporan atau pelaksanaan anggaran.

Pada Triwulan I tahun 2025, mayoritas OPD masih menunjukkan tingkat
realisasi anggaran yang sangat rendah dengan predikat SR, mencerminkan
keterlambatan dalam pelaksanaan program di awal tahun. Beberapa OPD
seperti Sekretariat DPRD dan Dinas Pariwisata menunjukkan progres awal
yang cukup tinggi, masing-masing dengan realisasi sebesar 35,31% dan
60,49%. Sementara OPD lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo
hanya mencatat realisasi di bawah 3%. Situasi ini menggambarkan bahwa
serapan anggaran di awal tahun belum merata dan membutuhkan penguatan
dalam perencanaan triwulanan. Secara keseluruhan, data ini menjadi dasar
penting untuk mengevaluasi kesiapan OPD dalam melaksanakan program dan
mengelola keuangan daerah secara lebih efisien.

Berikut rincian Rekapitulasi Nilai Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

Perangkat Daerah Berdasarkan Program Tahun 2025 Triwulan I:
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Tabel 2. 3 Rekapitulasi Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat

Daerah Berdasarkan Program Tahun 2025 TW I

Presentase
Presentase Realisasi
No Program Realisasi Predikat Predikat
Kinerja (%) Anggaran
(%)
1 Dinas Pendidikan dan 1,67 SR 2,23 SR
Kebudayaan
_ Program Pengelolaan
1 Pendidikan 7,91 SR 16,00 SR
2 Program Pengembangan 0,00 SR 0,00 SR
Kurikulum
Program Pendidik Dan
3 Tenaga Kependidikan 0,00 SR 0,00 SR
Program Pengembangan
M Bahasa Dan Sastra 0,00 SR 0,00 SR
5 Program Pengembangan 0,00 SR 0,12 SR
Kebudayaan
Program Pengembangan 0,00 SR 0,78 SR
Kesenian Tradisional
Program Pembinaan Sejarah 0,00 SR 0,00 SR
Program Pelestarian Dan
Pengelolaan Cagar Budaya 0,00 SR 0,96 SR
9 Program Pengelolaan 0,00 SR 0,00 SR
Permuseuman
_ Program Penunjang Urusan
10 | Pemerintahan Daerah 8,79 SR 4,48 SR
Kabupaten /Kota
2 | Dinas Kesehatan 7,14 SR 4,16 SR
_ Program Pemenuhan Upaya
1 Kesehatan Perorangan Dan 23,3 SR 17,48 SR
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan
2 | Kapasitas Sumber Daya 4,17 SR 1,14 SR
Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi,
3 | Alat Kesehatan Dan 0,00 SR 0,00 SR
Makanan Minuman
Program Pemberdayaan
4 | Masyarakat Bidang 0,00 SR 0,00 SR
Kesehatan
Program Pengendalian
5 Penduduk 0,00 SR 0,00 SR
Program Pembinaan
6 Keluarga Berencana (Kb) 14,29 SR 1,77 SR
Program Pemberdayaan Dan
7 | Peningkatan Keluarga 0,00 SR 0,00 SR
Sejahtera (Ks)
_ Program Penunjang Urusan
8 | Pemerintahan Daerah 15,37 SR 12,56 SR
Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum,
3 | Penataan Ruang, Perumahan 2,39 SR 1,05 SR
Dan Kawasan Pemukiman
_ Program Pengelolaan
! Sumber Daya Air (Sda) 0,00 SR 0,66 SR
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No

Program

Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran

(%)

Predikat

0,00

SR

0,54

SR

Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

11,67

SR

5,98

SR

Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase

0,00

SR

0,00

SR

Program Penataan
Bangunan Gedung

0,00

SR

2,97

SR

Program Penataan
Bangunan Dan
Lingkungannya

0,00

SR

0,00

SR

Program Penyelenggaraan
Jalan

0,00

SR

0,37

SR

Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang

0,00

SR

0,48

SR

Program Pengembangan
Perumahan

0,00

SR

0,00

SR

10

Program Kawasan
Permukiman

0,00

SR

1,35

SR

11

Program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (Psu)

0,00

SR

0,00

SR

12

Program Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan

13

Program Redistribusi Tanah,
Dan Ganti Kerugian
Program Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah
Absentee

14

Program Penatagunaan
Tanah

15

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

24,22

SR

3,34

SR

Din

as Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

1,51

SR

5,21

SR

1

Program Pemberdayaan
Sosial

0,00

SR

4,79

SR

2

Program Rehabilitasi Sosial

0,00

SR

3,59

SR

3

Program Perlindungan Dan
Jaminan Sosial

0,00

SR

15,01

SR

Program Penanganan
Bencana

0,00

SR

4,58

SR

Program Pengarusutamaan
Gender Dan Pemberdayaan
Perempuan

0,00

SR

0,00

SR

Program Perlindungan
Perempuan

0,00

SR

SR

Program Pemenuhan Hak
Anak (Pha)

0,00

SR

SR

Program Perlindungan
Khusus Anak

0,00

SR

SR

Program Administrasi
Pemerintahan Desa

0,00

SR

SR
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No

Program

10

Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran

(%)

Predikat

12,50

SR

22,98

SR

11

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

SR

6,24

SR

Din

as Lingkungan Hidup

SR

8,32

SR

Program Perencanaan
Lingkungan Hidup

Program Pengendalian

Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

SR

SR

Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)

100,00

ST

24,70

SR

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Pplh)

24,00

SR

0,00

SR

Program Pengelolaan
Persampahan

6

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

Din

as Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil

14,47

SR

0,29

SR

1

Program Pendaftaran
Penduduk

0,00

SR

0,00

SR

2

Program Pencatatan Sipil

33,33

SR

0,00

SR

3

Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

0,00

SR

0,00

SR

Program Pengelolaan Profil
Kependudukan

0,00

SR

0,00

SR

5

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

39,03

SR

1,46

SR

Din

as Komunikasi Dan

Informatika

16,54

SR

1,68

SR

1

Program Pengelolaan
Informasi Dan Komunikasi
Publik

5,00

SR

1,39

SR

Program Pengelolaan
Aplikasi Informatika

32,05

SR

3,70

SR

Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

0,00

SR

0,00

SR

Program Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

22,73

SR

0,00

SR

5

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

Din

as Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5,50

SR

0,27

SR
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No

Program

Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran

(%)

Predikat

0,00

SR

0,00

SR

Program Promosi
Penanaman Modal

0,00

SR

0,00

SR

Program Pelayanan
Penanaman Modal

22,33

SR

0,00

SR

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

0,00

SR

0,00

SR

Program Pengelolaan Data
Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

0,00

SR

0,00

SR

6

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

10,65

SR

1,59

SR

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan
Olahraga

10,85

SR

60,49

1

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan
Kapasitas Kepramukaan

Program Peningkatan Daya
Tarik Destinasi Pariwisata

4,00

SR

339,79

UNK

Program Pemasaran
Pariwisata

11,11

SR

0,00

SR

Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif

0,00

SR

0,00

SR

7

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

50,00

SR

18,29

SR

10

Dinas Pertanian, Pangan, Dan
Perikanan

12,38

SR

5,11

SR

1

Program Peningkatan
Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

12,50

SR

0,00

SR

Program Penanganan
Kerawanan Pangan

25,00

SR

0,00

SR

Program Pengawasan
Keamanan Pangan

25,00

SR

0,00

SR

Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap

0,00

SR

6,06

SR

Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

0,00

SR

6,08

SR

Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan

13,00

SR

4,86

SR

Program Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Perikanan

0,00

SR

2,43

SR

Program Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

123,33

(UNK)

101,16

(UNK)

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan

27,50

SR

5,31

SR
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No

Program

Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran

(%)

Predikat

10

Program Perizinan Usaha
Pertanian

0,00

SR

4,80

SR

11

Program Penyuluhan
Pertanian

8,33

SR

17,85

SR

12

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

18,45

SR

11,48

SR

11

Din

as Perindustrian
Perdagangan Koperasi Dan
UKM

7,96

SR

2,56

SR

1

Program Pengawasan Dan
Pemeriksaan Koperasi

21,43

SR

0,00

SR

2

Program Pendidikan Dan
Latihan Perkoperasian

0,00

SR

0,00

SR

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, Dan Usaha Mikro
(Umkm)

0,00

SR

0,00

SR

Program Pengembangan
Umkm

0,00

SR

SR

Program Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

16,67

SR

SR

Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok
Dan Barang Penting

25,00

SR

21,03

SR

Program Standardisasi Dan
Perlindungan Konsumen

1,00

SR

0,00

SR

Program Perencanaan Dan
Pembangunan Industri

0,00

SR

0,00

SR

Program Pengendalian Izin
Usaha Industri

0,00

SR

0,00

SR

10

Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional

0,00

SR

0,00

SR

11

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

SR

2,00

SR

12

Din

as Perhubungan

SR

6,04

SR

Program Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan (Llaj)

SR

4,01

SR

Program Pengelolaan
Pelayaran

SR

2,94

SR

3

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota

SR

11,18

SR

13

Din

as Pemadam Kebakaran Dan

Penyelamatan

SR

6,57

SR

Program Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran
Dan Penyelamatan Non
Kebakaran

SR

3,37

SR

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

16,00

SR

9,76

SR

20



Presentase
Presentase Realisasi
No Program Realisasi Predikat Predikat
Kinerja (%) Anggaran
(%)
14 Dinas T?nagz.l Kerja Dan 1,43 SR 5,81 SR
Transmigrasi
_ 1 Program Perencanaan 0,00 SR 0,00 SR
Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja
2 | Dan Produktivitas Tenaga 0,00 SR 7,72 SR
Kerja
3 Program Pepempatan 0,00 SR 0,00 SR
Tenaga Kerja
4 | Program Hubungan 0,00 SR 0,00 SR
Industrial
5 Program Perencar.laan. 0,00 SR 17,76 SR
Kawasan Transmigrasi
_ 6 Program Pengeml?ange.m 0,00 SR 0,00 SR
Kawasan Transmigrasi
_ Program Penunjang Urusan
7 | Pemerintahan Daerah 10,00 SR 15,21 SR
Kabupaten/Kota
15 DmasoPerpustakaan Dan 8,58 SR 0,58 SR
Kearsipan
_ 1 Program Pembinaan 14,43 SR 0,00 SR
Perpustakaan
2 | Program Pengelolaan Arsip 100,00 (ST) 98,38 (ST)
3 Program Perhndur.lgan Dan 12,05 SR 0,00 SR
Penyelamatan Arsip
Program Penunjang Urusan
4 | Pemerintahan Daerah 2,25 SR 1,73 SR
Kabupaten /Kota
Badan Perencanaan
16 | Pembangunan Daerah Dan 12,11 SR 3,52 SR
Penelitian Pengembangan
_ Program Perencanaan,
1 | Pengendalian Dan Evaluasi 21,43 SR 2,25 SR
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan
2 | Sinkronisasi Perencanaan 0,00 SR 1,78 SR
Pembangunan Daerah
3 Program Penelitian Dan 0,00 SR 3,15 SR
Pengembangan Daerah
Program Penunjang Urusan
4 | Pemerintahan Daerah 27,01 SR 6,91 SR
Kabupaten /Kota
17 Badan Pengelola Keuangan Dan 16,36 SR 4,32 SR
Aset Daerah
_ 1 Program Pengelolaan 7.69 SR 3.41 SR
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang
2 Milik Daerah 11,36 SR 4,92 SR
Program Pengelolaan
3 Pendapatan Daerah 32,75 SR 4,92 SR
Program Penunjang Urusan
4 | Pemerintahan Daerah 13,64 SR 5,96 SR
Kabupaten/Kota
Badan Kepegawaian Dan
18 | Pengembangan Sumber Daya 5,26 SR 6,49 SR
Manusia
_ 1 Program Kepegawaian 6,01 SR 14,24 SR

Daerah

21




No

Program

Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran
(%)

Predikat

0,00

SR

0,70

SR

3

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

9,77

SR

4,51

SR

19

Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik

9,38

SR

2,40

SR

1

Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan

33,33

SR

0,00

SR

Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

0,00

SR

4,90

SR

Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

0,00

SR

0,00

SR

Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan
Budaya

0,00

SR

0,00

SR

Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

11,41

SR

6,50

SR

6

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

11,52

SR

2,97

SR

20

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

6,84

SR

2,66

SR

- 1

Program Penanggulangan
Bencana

0,00

SR

0,00

SR

2

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

13,67

SR

SR

21 | Satuan Polisi Pamong Praja

22,80

SR

1

Program Peningkatan
Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum

5,90

SR

SR

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

39,71

SR

125,08

UNK

22 | Ba

ian Umum

23,52

SR

11,72

SR

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

23,52

SR

11,72

SR

23 | Ba

ian Pemerintahan

23,15

SR

4,81

SR

Program Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat

0,00

SR

6,46

SR

2

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota

46,30

SR

SR

24

Bagian Administrasi
Pembangunan

12,08

SR

SR
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Presentase

Presentase Realisasi
No Program Realisasi Predikat Predikat
Kinerja (%) Anggaran
(%)
_ 1 Program Perekonomian Dan 6,06 SR 4,30 SR
Pembangunan
Program Penunjang Urusan
2 | Pemerintahan Daerah 18,10 SR 18,06 SR
Kabupaten /Kota
25 | Bagian Hukum 45,25 SR 0,00 SR
_ Program Pemerintahan Dan
! Kesejahteraan Rakyat 50,89 R 0,00 SR
Program Penunjang Urusan
2 | Pemerintahan Daerah 39,61 SR 0,00 SR
Kabupaten /Kota
26 | Bagian Organisasi 19,17 SR 9,96 SR
_ Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah 19,17 SR 9,96 SR
Kabupaten/Kota
Bagian Ekonomi Dan
it Kesejahteraan Rakyat LLLe ER 22 ER
_ Program Pemerintahan Dan
! Kesejahteraan Rakyat 16,67 SR 11,25 SR
9 Program Perekonomian Dan 10,00 SR 3,32 SR
Pembangunan
Program Penunjang Urusan
3 | Pemerintahan Daerah 6,82 SR 5,42 SR
Kabupaten /Kota
28 | Sekretariat DPRD 17,68 SR 35,31 SR
_ Program Dukungan
1 | Pelaksanaan Tugas Dan 18,21 SR 62,99 R
Fungsi Dprd
Program Penunjang Urusan
2 | Pemerintahan Daerah 17,16 SR 7,62 SR
Kabupaten /Kota
29 | Kecamatan Sesayap 21,35 SR 7,25 SR
_ Program Penyelenggaraan
1 | Pemerintahan Dan 25,00 SR 0,00 SR
Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan
2 | Masyarakat Desa Dan 37,50 SR 17,78 SR
Kelurahan
Program Koordinasi
3 | Ketentraman Dan Ketertiban 8,33 SR 0,00 SR
Umum
Program Penunjang Urusan
4 | Pemerintahan Daerah 35,90 SR 18,45 SR
Kabupaten /Kota
Program Pembinaan Dan
5 | Pengawasan Pemerintahan 0,00 SR 0,00 SR
Desa
30 | Kecamatan Sesayap Hilir 142,97 (UNK) 103,46 (UNK)
_ Program Penyelenggaraan
1 | Pemerintahan Dan 0,00 SR 0,00 SR
Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan
2 | Masyarakat Desa Dan 0,00 SR 0,00 SR
Kelurahan
Program Koordinasi
3 | Ketentraman Dan Ketertiban 0,00 SR 0,00 SR

Umum
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No

Program

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

Presentase
Realisasi
Kinerja (%)

Predikat

Presentase
Realisasi
Anggaran

(%)

Predikat

0,00

SR

0,00

SR

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

50,00

SR

0,00

SR

6

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

38,02

SR

2,05

SR

31 | Kecamatan Tana Lia

12,49

SR

0,29

SR

1

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

0,00

SR

0,00

SR

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

0,00

SR

0,00

SR

Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

0,00

SR

0,00

SR

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

50,00

SR

0,00

SR

5

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

12,43

SR

1,43

SR

32 | Kecamatan Betayau

8,02

SR

0,37

SR

1

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

0,00

SR

0,00

SR

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

20,00

SR

0,00

SR

Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

0,00

SR

0,00

SR

4

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

12,08

SR

1,50

SR

33 | Kecamatan Muruk Rian

26,44

SR

15,67

SR

1

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

25,00

SR

40,56

SR

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

50,00

SR

32,81

SR

Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

0,00

SR

0,00

SR

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum

40,00

SR

14,59

SR

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

0,00

SR

0,00

SR

6

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

43,61

SR

6,03

SR

34 | Inspektorat Kabupaten

28,04

SR

5,50

SR
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Presentase
Presentase Realisasi
No Program Realisasi Predikat Predikat
Kinerja (%) Anggaran
(%)
_ 1 Program Penyelenggaraan 43,33 SR 5,55 SR
Pengawasan
Program Perumusan
2 | Kebijakan, Pendampingan 15,52 SR 4,73 SR
Dan Asistensi
Program Penunjang Urusan
3 | Pemerintahan Daerah 25,27 SR 6,22 SR
Kabupaten /Kota
35 | Sekretariat Daerah 38,06 SR 28,31 SR
Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah 38,06 SR 28,31 SR
Kabupaten /Kota

Berikut rincian evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2025

Triwulan I:

1. Dinas Pendidikan

Anggaran mKinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

0,00

0,00
0,00

0,96
0,00

0,00
0,00

0,78
0,00

0,12
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4,48

I——— 7,91

16,00

Gambar 2. 30 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Program

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 TW I

Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Program Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Triwulan I
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menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program-program
strategis pada awal tahun anggaran masih sangat rendah, baik dari sisi
realisasi fisik (kinerja) maupun keuangan (anggaran). Dari sebelas
program yang tercantum, hanya Program Pengelolaan Pendidikan yang
mencatat capaian kinerja sebesar 7,91% dengan realisasi anggaran
sebesar 16,00%, menandakan bahwa aktivitas terkait pendidikan dasar
atau layanan utama mulai berjalan lebih awal dibandingkan program
lainnya. Sementara itu, sebagian besar program lainnya, seperti Program
Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, belum menunjukkan
capaian sama sekali baik secara fisik maupun anggaran (0,00%),
mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap
perencanaan atau belum terealisasi. Program Pengembangan
Kebudayaan, meskipun belum mencatat kinerja fisik, telah
merealisasikan anggaran sebesar 0,12%, kemungkinan untuk kegiatan
persiapan administrasi atau operasional awal.

Begitu pula dengan Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang mencatat
realisasi anggaran 0,78% dan 0,96% tanpa kinerja fisik, menunjukkan
adanya proses pengeluaran awal tanpa implementasi lapangan. Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga mulai
menunjukkan pergerakan keuangan dengan realisasi anggaran 4,48%,

meskipun belum ada hasil fisik yang tercapai.
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2. Dinas Kesehatan

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH O 1125’?;;)7
KABUPATEN/KOTA ’
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 0,00
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 1,77
BERENCANA (KB) B 14,29
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 8’88
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00
BIDANG KESEHATAN 0,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 0,00
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 35,32
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 4,17
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 260.39
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA B 23.30 ’

KESEHATAN MASYARAKAT

Gambar 2. 1 Grafik Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Kesehatan Tahun 2025 TW I

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 TW I mencerminkan kondisi awal
pelaksanaan program-program kesehatan yang masih dalam tahap
pergerakan awal dan belum merata secara keseluruhan. Secara umum,
capaian kinerja dan realisasi anggaran masih tergolong rendah,
menandakan bahwa sebagian besar kegiatan masih dalam tahap
perencanaan, persiapan, atau belum terlaksana secara signifikan
hingga periode laporan ini disusun.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat mencatat kinerja tertinggi sebesar 23,30%,
dengan realisasi anggaran yang cukup besar yaitu 260,39,
menunjukkan bahwa meskipun kegiatan fisik belum maksimal,
komitmen alokasi dana untuk sektor layanan kesehatan utama sudah
mulai digerakkan. Sementara itu, Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menorehkan capaian kinerja
15,37% dengan realisasi anggaran sebesar 12,36, yang menandakan

bahwa pelaksanaan pendukung administrasi dan operasional teknis
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Dinas sudah mulai berjalan secara bertahap. Program Pembinaan
Keluarga Berencana (KB) juga menunjukkan capaian yang mulai
bergerak dengan 14,29% kinerja dan realisasi anggaran 1,77, meskipun
masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan
target nasional. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan mencatat kinerja 4,17% dan anggaran 35,32, menunjukkan
bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pengembangan SDM
masih dalam tahap persiapan atau awal pelaksanaan.

Sementara itu, lima program lainnya, yaitu Program Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian
Penduduk, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS), belum menunjukkan capaian baik dari sisi fisik
maupun anggaran (0,00%). Hal ini menandakan bahwa kegiatan dalam
program-program tersebut belum berjalan atau masih tertunda pada
triwulan ini. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Tana Tidung pada awal tahun 2024 masih dalam fase implementasi
awal. Beberapa program prioritas telah mulai menunjukkan aktivitas,
terutama yang bersifat layanan langsung atau administratif, namun
mayoritas program masih memerlukan percepatan pelaksanaan baik
dalam aspek kinerja fisik maupun realisasi anggaran guna memastikan
pemenuhan target pelayanan kesehatan yang merata dan

berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.
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1.

Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH...

3,34
I 24,22

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 8’88
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN 0,00
GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH... 0,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA 0,00
TANAH GARAPAN 0.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 0,00
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN " é 635

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8’88
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN | 0,48
RUANG 0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5’5’07
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 0,00
LINGKUNGANNYA 0.00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG ' 02’97
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

5,98
. 11,67

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 0,54
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN... 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA [ 0,66
AIR (SDA) 0,00

Gambar 2. 2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2025 TW I Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Triwulan I
Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung menunjukkan
bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum masih berada pada tahap
awal dengan tingkat realisasi yang sangat rendah, baik dari sisi fisik

(kinerja) maupun keuangan (anggaran). Sebagian besar program belum
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menunjukkan capaian kinerja dan anggaran, yang merupakan indikasi
bahwa proses pelaksanaan masih berada pada tahap persiapan,
administrasi awal, atau menunggu proses pengadaan.

Dari seluruh program yang tercantum, hanya Program
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang menunjukkan
capaian kinerja sebesar 11,67% dengan realisasi anggaran 5,98,
menandakan bahwa kegiatan teknis terkait sanitasi sudah mulai
dijalankan meskipun dalam skala terbatas. Sementara itu, Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat
24,22% kinerja dan 3,34 realisasi anggaran, yang umumnya mencakup
dukungan administratif dan operasional internal dinas. Program-
program teknis utama seperti Pengelolaan Sumber Daya Air, Sistem
Penyediaan Air Minum, Penataan Bangunan Gedung dan
Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, Penataan Ruang, serta
program strategis seperti Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum (PSU), Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Permukiman,
seluruhnya belum mencatatkan capaian baik dari sisi kinerja maupun
anggaran. Hal ini mencerminkan belum dimulainya aktivitas lapangan
atau masih berlangsungnya proses awal seperti perencanaan teknis,
revisi DPA, atau pengadaan barang dan jasa. Demikian pula dengan
program pertanahan seperti Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan,
Redistribusi Tanah, dan Penatagunaan Tanah yang juga belum
menunjukkan aktivitas di triwulan ini. Ketiadaan capaian ini perlu
mendapat perhatian agar tidak terjadi akumulasi pekerjaan pada
triwulan berikutnya yang berpotensi mengganggu ritme pelaksanaan

dan serapan anggaran tahunan.
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4. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6,24
PEMERINTAHAN DAERAH... I 4,10

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 22,98
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN.. I 12,50

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

0O 00O OO0 0O oo
oo Yo oo oo on
S5S &5 55 &3 dO*

PROGRAM PENANGANAN BENCANA " 4,58

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 15,01
SOSIAL 0,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL " 3,59

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (o 4,79

Gambar 2. 3 Grafik Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 TW I

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi capaian kinerja dan
anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tana Tidung masih menunjukkan tingkat pelaksanaan
yang terbatas dan belum merata. Sebagian besar program yang diampu
oleh dinas ini belum mencatatkan capaian kinerja fisik, walaupun
sejumlah program telah mulai melakukan pencairan anggaran dalam
skala yang relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar
kegiatan masih berada dalam tahap awal perencanaan atau proses
administrasi pendahuluan. Program-program seperti Pemberdayaan
Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial belum
mencatat capaian kinerja (0,00%), meskipun masing-masing telah
merealisasikan anggaran sebesar 4,79, 3,59, dan 15,01. Ini
menandakan bahwa terdapat pergerakan anggaran, kemungkinan
untuk keperluan pendukung non-fisik atau kegiatan yang belum

sepenuhnya terkonversi menjadi output terukur. Situasi serupa juga
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terlihat pada Program Penanganan Bencana, dengan capaian kinerja
0,00% dan anggaran 4,58, serta Program Administrasi Pemerintahan
Desa yang telah menyerap anggaran 1,50, namun belum mencatat

kinerja.

Adapun satu-satunya program yang menunjukkan capaian
kinerja fisik yang relatif berarti adalah Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum
Adat, yang mencatat 12,50% kinerja dengan realisasi anggaran 22,98.
Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota juga mulai bergerak, dengan 4,10% kinerja dan
realisasi anggaran sebesar 6,24. Program lainnya seperti
Pengarusutamaan Gender dan  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta
Perlindungan Khusus Anak belum menunjukkan aktivitas, baik dalam
bentuk fisik maupun keuangan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam
pengawasan pelaksanaan program agar tidak menumpuk pada

triwulan berikutnya.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, O

PELATIHAN DAN PENYULUHAN... 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH... 0,00

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 0,00
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN... [l 24,00

PROGRAM PENGELOLAAN 24,70
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) . 100,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN = 0,00
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN... 0,00

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN 0,00
HIDUP 0,00

Gambar 2. 4 Grafik Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2025 TW I
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Capaian kinerja program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa
sebagian besar program masih berada pada tahap awal pelaksanaan.
Hal ini tercermin dari rendahnya capaian kinerja dan minimnya
realisasi anggaran pada hampir seluruh program. Dari tujuh program
utama yang tercantum, hanya satu program yang menunjukkan
progres signifikan, sementara sisanya belum mencatatkan aktivitas
baik secara fisik maupun keuangan. Satu-satunya program yang telah
menunjukkan pelaksanaan adalah Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan capaian kinerja 100% dan
realisasi anggaran sebesar 24,70. Hal ini menandakan bahwa program
tersebut telah berhasil menyelesaikan kegiatan yang direncanakan
sejak awal tahun dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan teknis
bidang lingkungan hidup pada triwulan pertama.

Sementara itu, program-program strategis lainnya seperti
Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup, PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup), serta Pengelolaan Persampahan, belum
menunjukkan capaian, baik dari sisi fisik maupun serapan anggaran.
Demikian pula dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, yang
keduanya belum mengalami pergerakan pada triwulan ini. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup masih dalam proses persiapan atau menunggu tahapan
pelaksanaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dalam
bentuk percepatan proses administrasi, pelaksanaan pengadaan,
maupun koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat
berjalan secara optimal pada triwulan berikutnya. Percepatan tersebut
penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas lingkungan
hidup serta menjamin terpenuhinya target tahunan secara

keseluruhan.
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6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL = 0,00
KEPENDUDUKAN 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 0,00

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00
0,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
I ss,33
0,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0.00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.46
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN,/KOTA e 39,08

Gambar 2. 5 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 TW I

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program-program di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tana Tidung masih berada pada tahap awal, dengan capaian kinerja
yang belum optimal dan tingkat serapan anggaran yang sangat rendah.
Data menunjukkan bahwa dari lima program yang dijalankan, hanya
dua program yang telah menunjukkan progres pelaksanaan, sementara
tiga lainnya belum mencatatkan capaian baik secara fisik maupun
keuangan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota mencatat capaian kinerja sebesar 39,03% dengan
realisasi anggaran sebesar 1,46, menandakan bahwa aktivitas
pendukung administratif telah mulai berjalan meskipun dengan
penggunaan anggaran yang masih terbatas. Sementara itu, Program
Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja 33,33%, namun belum terdapat
realisasi anggaran, yang mengindikasikan bahwa kegiatan telah
dilaksanakan namun belum dikonversi ke dalam pencairan anggaran
pada triwulan tersebut.

Adapun Program Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil

Kependudukan, seluruhnya masih menunjukkan kinerja 0,00% dan
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belum terealisasi secara anggaran. Kondisi ini mencerminkan bahwa
pelaksanaan layanan dasar administrasi kependudukan, khususnya
yang terkait dengan pemutakhiran data dan manajemen informasi,
masih berada dalam tahap perencanaan atau belum memasuki fase
operasional. Dengan demikian, capaian kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil pada awal tahun anggaran 2025 ini masih bersifat
parsial. Perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan
secara menyeluruh pada triwulan berikutnya, baik melalui percepatan
proses administrasi, pengadaan, maupun optimalisasi SDM, agar
seluruh program dapat berjalan sesuai target dan mendukung
peningkatan kualitas layanan publik di bidang administrasi

kependudukan.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran ®=Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN o¢
PEMERINTAHAN DAERAH ’
KABUPATEN/KOTA 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 0.00
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN .

INFORMASI P 22,73

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK = 0,00
SEKTORAL 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 3,70

INFORMATIKA I 2, 05

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN [ 1,39
KOMUNIKASI PUBLIK B s.00

Gambar 2. 6 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 TW I
Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung masih berada
pada fase awal dengan tingkat progres yang relatif terbatas, baik dari
sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Sebagian besar
program belum menunjukkan pelaksanaan yang signifikan,

mengindikasikan bahwa kegiatan masih didominasi oleh tahapan
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persiapan administratif, perencanaan teknis, serta pengurusan
dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mencatat capaian
kinerja tertinggi, yakni 32,05%, dengan realisasi anggaran sebesar
3,70. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan berbasis teknologi
informasi telah dimulai, meskipun belum secara penuh terealisasi.
Sementara itu, Program Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi telah mencapai 22,73% kinerja, namun belum
menunjukkan serapan anggaran yang mencolok, menandakan
kemungkinan kegiatan masih berada dalam tahap awal pengembangan
sistem pengamanan informasi atau penyusunan perangkat kebijakan
teknis. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
menunjukkan capaian kinerja sebesar 5,00% dengan anggaran yang
terserap sebesar 1,39, yang mencerminkan bahwa proses penyebaran
informasi dan pengelolaan komunikasi publik baru dimulai dalam
skala yang sangat terbatas. Sementara itu, dua program lainnya, yaitu
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, belum mencatatkan

aktivitas, baik dari sisi output kinerja maupun realisasi keuangan.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran EKinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 0,00
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL = 0,00

1,59
I 10,65

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 0,00

PENANAMAN MODAL 0,00

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 0,00
MODAL I 22,33

0,00

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0.00

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM = 0,00
PENANAMAN MODAL 0,00

Gambar 2. 7 Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 TW I
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Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung masih menunjukkan progres yang
sangat terbatas. Dari enam program yang direncanakan, hanya dua
yang mencatatkan capaian kinerja, sementara sisanya belum
menunjukkan aktivitas baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun
penyerapan anggaran. Program Pelayanan Penanaman Modal mencatat
capaian kinerja tertinggi sebesar 22,33%, namun belum disertai
dengan realisasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian
aktivitas pelayanan telah berjalan, kemungkinan besar bersifat non-
belanja atau masih dalam proses pelaporan keuangan. Sementara itu,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
mencatat capaian kinerja 10,65% dengan serapan anggaran 1,59, yang
menandakan bahwa kegiatan administratif internal sudah mulai
dilaksanakan dalam kapasitas terbatas.

Program-program lainnya, seperti Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal, belum menunjukkan capaian kinerja
maupun realisasi anggaran (0,00%). Keadaan ini menggambarkan
bahwa sebagian besar kegiatan masih berada pada fase persiapan
teknis, penyusunan dokumen pendukung, atau dalam proses awal
pengadaan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan
kegiatan DPMPTSP masih berada pada tahap awal tahun anggaran,
yang lazim terjadi karena menunggu proses pencairan, penyesuaian
DPA, atau tahapan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, untuk
memastikan pencapaian target tahunan secara maksimal, diperlukan
percepatan pelaksanaan di triwulan berikutnya serta penguatan
mekanisme monitoring dan evaluasi, terutama terhadap program-
program strategis yang berperan langsung dalam penciptaan iklim

investasi dan peningkatan pelayanan perizinan di daerah.
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9. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH 18,29
KABUPATEN/KOTA B 50,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 0,00

DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |0101O11
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 333,79
DESTINASI PARIWISATA | 4,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS = 0,00
KEPRAMUKAAN 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 0,00
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 0,00
DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00

Gambar 2. 8 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2025 TW I

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program Dinas
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung masih
berada dalam tahap awal dengan capaian kinerja dan penyerapan
anggaran yang secara umum tergolong rendah. Sebagian besar program
belum menunjukkan progres yang berarti, mengindikasikan bahwa
pelaksanaan kegiatan masih dalam proses persiapan administratif,
penyusunan dokumen teknis, atau menunggu proses pengadaan.
Tercatat hanya tiga dari tujuh program yang telah mencatat capaian
kinerja. @ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota menunjukkan capaian tertinggi dengan 50,00%
kinerja dan realisasi anggaran sebesar 18,29, menandakan bahwa
aspek pendukung kelembagaan dan administratif telah mulai
dilaksanakan secara aktif. Sementara itu, Program Pemasaran
Pariwisata mencatat capaian 11,11%, namun belum dibarengi dengan
serapan anggaran, mengindikasikan bahwa kegiatan awal promosi

telah dimulai meskipun tanpa pembiayaan langsung pada periode ini.
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rogram Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mencatat
kinerja 4,00%, namun menariknya telah menyerap anggaran yang
cukup besar yakni 333,79. Ini menunjukkan bahwa meskipun capaian
fisik masih terbatas, alokasi belanja sudah dilakukan lebih awal,
kemungkinan besar untuk pengadaan barang atau pembangunan fisik
yang pembayarannya telah dilakukan di awal tahun anggaran.
Sementara itu, empat program lainnya—yakni Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan,
serta Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—
masih menunjukkan kinerja dan anggaran 0,00%, yang berarti
kegiatan pada sektor-sektor tersebut belum dimulai secara operasional.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga pada triwulan pertama masih bersifat persiapan
dan belum mencerminkan pelaksanaan program yang optimal. Oleh
karena itu, dibutuhkan percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan
realisasi belanja, serta penguatan koordinasi antarunit kerja untuk
memastikan capaian target tahunan dapat direalisasikan secara efektif

dan merata pada triwulan berikutnya.
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10. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN

KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

PROGRAM PENGENDALIAN

KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

e
)
S

18,45

17,85

18,75

. 2,43

® Anggaran

u Kinerja
4,86

13,00

6,08

25,00

12,50

Gambar 2. 66 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas
Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tahun 2025 TW I
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Berdasarkan capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan, dan
Perikanan Kabupaten Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025,
terlihat bahwa sebagian besar program telah menunjukkan kemajuan
awal yang cukup positif, meskipun realisasi anggaran masih rendah
atau bahkan belum terealisasi sama sekali pada beberapa program. Hal
ini wajar mengingat periode Triwulan I umumnya menjadi fase awal
pelaksanaan anggaran dan persiapan kegiatan teknis.

Beberapa program telah mencatat capaian kinerja yang relatif
tinggi meskipun dengan realisasi anggaran yang masih minim, seperti
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner dengan kinerja 27,50 dan anggaran baru terserap 5,31, serta
Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penanganan
Kerawanan Pangan yang masing-masing mencatat kinerja sebesar
25,00 meski belum terdapat realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian kegiatan bersifat non-belanja atau telah dijalankan
dengan dukungan administratif awal sebelum pencairan anggaran.

Fenomena serupa juga tampak pada Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencatat
capaian kinerja 12,50 tanpa realisasi anggaran, serta Program
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan capaian
13,00 dan realisasi anggaran 4,86. Ini mengindikasikan bahwa
pelaksanaan teknis sudah mulai berjalan melalui mekanisme yang
mendahului belanja barang/jasa atau berbasis kinerja sumber daya
internal.

Namun demikian, beberapa program lainnya seperti Program
Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Perikanan Budidaya, dan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan masih
menunjukkan kinerja nol, yang kemungkinan disebabkan oleh sifat
kegiatan yang lebih teknis dan padat modal, sehingga memerlukan
waktu dan proses administrasi lebih panjang sebelum dapat
dijalankan.

Secara umum, progres kinerja pada Triwulan I 2025 dapat
dikategorikan dalam jalur wajar, di mana sebagian besar program telah
memulai aktivitas, meski serapan anggaran belum optimal. Ke depan,

penting untuk mempercepat proses pelaksanaan teknis dan
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administrasi pengadaan, khususnya pada program-program yang
memiliki bobot strategis dan target keluaran langsung ke masyarakat,

agar kinerja fisik tidak tertinggal menjelang semester II.

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.00
PEMERINTAHAN DAERAH o

KABUPATEN/KOTA D 23,44

PROGRAM PENGELOLAAN 0.00
SISTEM INFORMASI INDUSTRI =’
NASIONAL 0,00

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN = 0,00
USAHA INDUSTRI 0,00

PROGRAM PERENCANAAN DAN 0,00
PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00

PROGRAM STANDARDISASI DAN = 0,00
PERLINDUNGAN KONSUMEN I 1,00

PROGRAM STABILISASI HARGA 21.03
BARANG KEBUTUHAN POKOK d Anggaran

5,00
DAN BARANG PENTING _ 25, mKinerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA 5,14

DISTRIBUSI PERDAGANGAN _ 16,67

PROGRAM PENGEMBANGAN = 0,00
UMKM 0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO... 0,00

PROGRAM PENDIDIKAN DAN = 0,00
LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN 0,00

PEVERIKSAAN KOPERAS! | 1 43

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Gambar 2. 70 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Tahun 2025 TW I

Secara umum, progres kinerja pelaksanaan program Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM pada Triwulan I 2025
menunjukkan awal pelaksanaan yang cukup aktif, meskipun sebagian
besar program masih berada pada tahap persiapan atau belum

menunjukkan realisasi anggaran dan kinerja. Beberapa program telah
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memulai aktivitas teknis meskipun realisasi anggarannya masih
rendah atau bahkan nol, yang umum terjadi di triwulan awal tahun
anggaran.

Program yang menunjukkan progres paling menonjol adalah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian
kinerja 23,44 dan serapan anggaran 2,00%, serta Program Stabilitas
Harga Barang Kebutuhan Pokok yang mencatat kinerja 25,00 dengan
anggaran terserap 21,03%. Ini menunjukkan bahwa kedua program
tersebut telah mulai bergerak aktif sejak awal tahun dan berhasil
menjangkau pelaksanaan fisik atau administratif yang dapat diukur.

Selanjutnya, Program Peningkatan Sarana  Distribusi
Perdagangan juga menunjukkan kinerja awal yang cukup baik, yaitu
16,67%, dengan realisasi anggaran 5,14%. Ini menjadi indikasi bahwa
program yang berkaitan langsung dengan dukungan logistik dan
perdagangan telah diprioritaskan pelaksanaannya, sejalan dengan
kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar pada awal tahun. Adapun
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mencatat kinerja
21,43% namun tanpa realisasi anggaran, yang kemungkinan
dilaksanakan melalui kegiatan koordinatif atau operasional ringan
yang belum membutuhkan belanja langsung. Sebaliknya, mayoritas
program lainnya  seperti Program  Pengembangan  UMKM,
Pemberdayaan Usaha Mikro, Perizinan Usaha Industri, serta
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian belum menunjukkan kinerja
maupun serapan anggaran, yang menunjukkan bahwa program-
program ini kemungkinan masih dalam tahap perencanaan teknis,
revisi DPA, atau proses lelang dan penyesuaian awal.

Kondisi ini wajar dan sesuai dengan pola pelaksanaan anggaran
di banyak daerah, di mana Triwulan I umumnya menjadi fase awal
penyesuaian kebijakan, konsolidasi program, dan penyelesaian proses
administratif. Namun demikian, penting untuk mencermati bahwa
program-program strategis yang belum bergerak perlu mendapat
dorongan percepatan agar tidak menumpuk di semester akhir dan

berisiko tidak tercapai.
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12. Dinas Perhubungan

11,18
PROGRAM PENGELOLAAN

PELAYARAN
19,95

PROGRAM PENYELENGGARAAN 2,94
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN ——

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4,01
PEMERINTAHAN DAERAH ~ ——
KABUPATEN/KOTA . 4,17

0,00 5,00 10,00 15,00 20,0025,00 30,00 35,00

Anggaran #Kinerja

Gambar 2. 9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Perhubungan Tahun 2025 TW I

Secara umum, pelaksanaan program Dinas Perhubungan
menunjukkan awal yang aktif dan cukup menjanjikan, terutama pada
dua program utama: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) dan Pengelolaan Pelayaran. Meskipun realisasi anggaran
masih relatif rendah, capaian kinerja fisik menunjukkan bahwa
kegiatan sudah mulai berjalan secara substansial.

Program LLAJ mencatat kinerja sebesar 33,33%, dengan
realisasi anggaran baru 2,94%. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
fisik, seperti pengaturan lalu lintas, perbaikan rambu atau penertiban
angkutan, telah dimulai dan berjalan cepat, meskipun proses
administrasi pembayaran atau belanja modal mungkin masih dalam
proses. Sementara itu, Program Pengelolaan Pelayaran juga
menunjukkan progres kinerja yang baik sebesar 19,95%, dengan
realisasi anggaran 11,18%. Ini menandakan kesiapan teknis dan
pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, terutama untuk wilayah

perairan dan pelabuhan yang menjadi urat nadi transportasi Tana
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13.

Tidung. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
menunjukkan kinerja dan anggaran yang relatif seimbang (4,17% dan
4,01%), menandakan proses penunjang administrasi dan operasional
internal telah bergerak sesuai jadwal dan proporsional terhadap

alokasi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PROGRAM PENCEGAHAN, 3,37
PENANGGULANGAN, S
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN _ 11,36

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9,76

PEMERINTAHAN DAERAH

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Anggaran ®Kinerja

Gambar 2. 10 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 TW I

Pada triwulan pertama 2025, pelaksanaan program di Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan awal
pelaksanaan yang cukup aktif secara kinerja, meskipun realisasi
anggaran masih  tergolong rendah. Program  Pencegahan,
Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
mencatat kinerja sebesar 11,36%, dengan serapan anggaran hanya
3,37%. Sementara itu, Program Penunjang Pemerintahan
menunjukkan kinerja yang lebih tinggi yakni 16,00%, dengan anggaran
terserap sebesar 9,76%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun proses teknis di
lapangan telah dimulai, sebagian besar kegiatan masih berada dalam

fase awal eksekusi, seperti koordinasi, persiapan sarana, atau kegiatan
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operasional non-belanja. Ini merupakan pola yang lazim pada triwulan
pertama, di mana anggaran sering kali belum terserap optimal akibat
proses penyesuaian dokumen anggaran, DPA, atau pengadaan

barang/jasa yang masih berlangsung.

14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RO AN PN TANG URUSAN i 15,21
PEMERINTAHAN DAERAH , ’
KABUPATEN /KOTA S 10,00

PROGRAM PENGEMBANGAN 0,00
KAWASAN TRANSMIGRASI 0.00

PROGRAM PERENCANAAN I 17,76

KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00

0,00
0,00

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 0,00
KERJA 0,00

PROGRAM PELATIHAN KERJADAN [ 7,72
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA 0,00
KERJA 0,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

m Anggaran uKinerja

Gambar 2. 82 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 TW I

Pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025 masih berada
dalam fase awal, ditandai dengan rendahnya capaian kinerja dan
serapan anggaran di sebagian besar program. Dari tujuh program yang
direncanakan, hanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang mencatat kinerja sebesar 10% dengan anggaran terserap
15,21%, sementara Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
menunjukkan realisasi anggaran 17,76% meskipun belum

menghasilkan output kinerja. Program strategis seperti pelatihan kerja,
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penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan kawasan
transmigrasi masih mencatatkan nol capaian, yang mencerminkan
bahwa pelaksanaan teknis di lapangan belum berjalan secara
signifikan.

Kondisi ini mencerminkan pola umum di banyak perangkat
daerah, di mana Triwulan I umumnya masih difokuskan pada
penyesuaian administrasi anggaran, penyusunan teknis kegiatan, serta
proses pengadaan awal. Namun, mengingat pentingnya peran dinas ini
dalam penguatan SDM dan pengelolaan transmigrasi di daerah
perbatasan seperti Kalimantan Utara, maka percepatan pelaksanaan
program pada triwulan berikutnya menjadi sangat penting. Jika tidak
segera diintervensi, keterlambatan ini berpotensi menyebabkan
penumpukan pelaksanaan di akhir tahun yang berdampak pada

kualitas output dan efektivitas belanja.

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PENUNJANG 1,73
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2,25

PROGRAM PENGELOLAAN 0,00 Anggaran

PROGRAM PEMBINAAN 0,00

Gambar 2. 11 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 TW I

Capaian program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa
meskipun pelaksanaan kegiatan telah dimulai pada beberapa program
inti, secara umum pelaksanaan anggaran masih berjalan lambat. Dari
tiga program yang tercatat, dua di antaranya yaitu Program Pengelolaan
Arsip dan Program Pembinaan Perpustakaan telah mencatatkan kinerja

masing-masing sebesar 12,05% dan 11,43%, meskipun belum terdapat
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realisasi anggaran. Sementara itu, Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja 2,25% dengan realisasi
anggaran 1,73%.

Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih
berada pada fase awal pelaksanaan dan kemungkinan besar dijalankan
melalui aktivitas persiapan non-belanja seperti koordinasi,
penyusunan dokumen teknis, atau pelaporan awal. Tidak tercatatnya
realisasi anggaran pada dua program utama bisa mengindikasikan
bahwa anggaran yang telah dialokasikan belum masuk dalam tahapan
pencairan atau masih dalam proses administrasi pengadaan. Meski
begitu, kinerja awal yang telah dicapai pada Program Pengelolaan Arsip
dan Pembinaan Perpustakaan memberikan sinyal positif bahwa
pelaksanaan substansi program sudah mulai bergerak dan memiliki
arah yang jelas. Ke depan, percepatan pencairan anggaran dan
penguatan kapasitas manajerial akan menjadi faktor penting untuk
memastikan kesinambungan kinerja dan tercapainya target tahunan

secara optimal.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.91
PEMERINTAHAN DAERAH -

KABUPATEN/KOTA B 27,01

PROGRAM PENELITIAN DAN | 3,15
PENGEMBANGAN DAERAH 0,00

PROGRAM KOORDINASI DAN L g
SINKRONISASI PERENCANAAN =
PEMBANGUNAN DAERAH 0,00

PROGRAM PERENCANAAN, 225
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 2~

PEMBANGUNAN DAERAH N 21,43
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

uAnggaran #Kinerja

Gambar 2. 12 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Tahun 2025 TW I
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Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Tana Tidung
pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar
program telah mulai berjalan meskipun serapan anggaran masih
rendah. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah mencatat capaian kinerja paling tinggi, yaitu
21,43%, disusul oleh Program Penunjang Pemerintahan Daerah dengan
27,01%, keduanya menunjukkan bahwa aktivitas perencanaan dan
dukungan administratif sudah aktif dilakukan sejak awal tahun.
Namun demikian, Program Penelitian dan Pengembangan serta
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan belum mencatat
kinerja fisik sama sekali, walaupun telah mulai menggunakan sebagian
kecil anggarannya.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun proses teknis utama
telah dimulai dengan baik, pelaksanaan program yang bersifat
koordinatif dan litbang masih menghadapi hambatan baik dari sisi
kesiapan administrasi maupun teknis. Minimnya realisasi anggaran
dapat disebabkan oleh proses pengadaan yang masih berlangsung atau
penundaan pelaksanaan kegiatan akibat revisi perencanaan awal
tahun. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan target
tahunan, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan
II, khususnya untuk program yang mendukung kolaborasi lintas sektor

dan pengembangan inovasi kebijakan daerah.
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17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

® Anggaran #Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN - 5,96

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN . 2,98

PR DA -

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG - 4,92

MILIK DAERAH - 11,36

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN . 3,41

Gambar 2. 13 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 TW I

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025
menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara
progresif, khususnya pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
yang mencatat kinerja tertinggi sebesar 32,74%, meskipun dengan
realisasi anggaran baru 2,98%. Ini menandakan bahwa kegiatan teknis
seperti pemutakhiran basis data pajak/retribusi, penagihan aktif, atau
koordinasi dengan OPD pemungut sudah mulai aktif sejak awal tahun.
Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan juga
mencatat kinerja 13,64% dengan realisasi anggaran 5,96%,
menunjukkan kesiapan operasional kelembagaan dan manajemen
administrasi sejak triwulan pertama.

Adapun program lainnya seperti Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan kinerja sedang,
masing-masing 11,36% dan 7,69%, yang mencerminkan bahwa

aktivitas pendukung seperti penyusunan laporan keuangan,
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pembinaan bendahara, serta inventarisasi aset mulai dijalankan secara
bertahap. Meskipun realisasi anggaran masih di bawah 6% di semua
program, pola ini cukup wajar mengingat fase awal tahun kerap
difokuskan pada kegiatan perencanaan, penyiapan administrasi, dan
proses pengadaan. Untuk menjaga kesinambungan dan menghindari
penumpukan pekerjaan di akhir tahun, diperlukan percepatan
pelaksanaan pada Triwulan II, terutama pada program pengelolaan aset
dan keuangan yang menjadi tulang punggung akuntabilitas fiskal

daerah.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran mKinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH _451
KABUPATEN/KOTA 9,77

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 0,70
DAYA MANUSIA 0,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 14,24

N 6,01

Gambar 2. 14 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025 TW I

Berdasarkan grafik tersebut, capaian kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana
Tidung pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan
program masih berada pada fase awal, dengan progres yang bervariasi
antar program. Program Penunjang Urusan Pemerintahan mencatat
kinerja tertinggi sebesar 9,77% dengan realisasi anggaran 4,51%,
menandakan bahwa kegiatan administratif dan operasional
kelembagaan telah mulai berjalan cukup aktif sejak awal tahun.
Sementara itu, Program Kepegawaian Daerah mencatat realisasi
anggaran yang relatif tinggi sebesar 14,24%, namun capaian kinerjanya

baru mencapai 6,01%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar
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aktivitas kemungkinan masih dalam tahap pengeluaran awal seperti
pengadaan atau persiapan layanan kepegawaian.

Sebaliknya, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
belum menunjukkan progres sama sekali baik dari sisi kinerja maupun
serapan anggaran, yang menguatkan indikasi bahwa pelatihan ASN
dan kegiatan peningkatan kapasitas belum menjadi fokus pada
triwulan pertama atau tertunda karena proses perencanaan teknis dan
penjadwalan nasional. Pola ini konsisten dengan capaian tahun
sebelumnya yang juga menunjukkan lemahnya performa pada aspek
pengembangan SDM. Oleh karena itu, pada triwulan selanjutnya perlu
ada langkah percepatan pelaksanaan terutama untuk kegiatan yang
berdampak langsung pada peningkatan kapasitas aparatur, agar
realisasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substansial

terhadap kualitas layanan kepegawaian.

19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 297
PEMERINTAHAN DAERAH .
KABUPATEN/KOTA . 11,52

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN

NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 6,50
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 11,41
PROGRAM PEMBINAAN DAN 0.00
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, ’
SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN o9
PENGAWASAN ORGANISASI ’
KEMASYARAKATAN 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 4,90
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 0,00
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA...
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 0,00
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 85,33
Anggaran uKinerja

Gambar 2. 15 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 TW I
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Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Tana Tidung pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan
pelaksanaan program yang masih berada dalam tahap awal, dengan
progres yang belum merata di seluruh lini kegiatan. Program Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional masing-masing mencatat kinerja sebesar 11,52% dan 11,41%,
dengan realisasi anggaran yang masih terbatas, yaitu 2,97% dan
6,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dasar serta
upaya pencegahan konflik sosial sudah mulai digerakkan, meskipun
penyerapannya masih mengikuti pola awal tahun yang cenderung
administratif dan persiapan teknis.

Menariknya, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan menunjukkan capaian kinerja cukup tinggi yakni 33,33%,
meskipun belum terealisasi dari sisi anggaran. Ini bisa
mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan telah dilaksanakan melalui
metode non-belanja atau berbasis dukungan sumber daya yang telah
tersedia sejak tahun sebelumnya. Sementara itu, empat program
lainnya masih menunjukkan capaian nol, baik dari sisi kinerja maupun
anggaran, yang mencerminkan bahwa kegiatan penguatan partisipasi
politik, pembinaan ormas, hingga pengembangan ketahanan sosial
belum mulai dijalankan secara aktif pada triwulan pertama. Kondisi ini
memerlukan percepatan pelaksanaan di triwulan berikutnya untuk
menghindari keterlambatan target tahun Dberjalan, sekaligus
memastikan seluruh kegiatan berjalan secara berimbang dalam
menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter kebangsaan di

tingkat lokal.
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20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran ®Kinerja

0,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
0,00

5,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA
13,67

Gambar 2. 108 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Program Tahun 2025 TW I Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, analisis terhadap capaian
kinerja dan realisasi anggaran program di Tana Tidung menunjukkan
hasil yang cukup kontras. Terdapat dua program utama yang diukur,
yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Penanggulangan Bencana, terlihat bahwa tidak ada
alokasi anggaran yang direalisasikan (0.00%) dan tidak ada capaian
kinerja yang tercatat (0.00%). Hal ini mengindikasikan bahwa program
tersebut tidak mendapatkan dukungan anggaran maupun
implementasi kinerja pada periode tersebut. Ketiadaan alokasi
anggaran dan capaian kinerja ini mungkin disebabkan oleh penundaan
pelaksanaan, pengalihan anggaran, atau tidak prioritasnya program
tersebut dalam rencana strategis tahun tersebut. Sementara itu,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
menunjukkan hasil yang berbeda, di mana realisasi anggaran tercatat
sebesar 5.32% dan capaian kinerjanya mencapai 13.67%. Meskipun
angka anggarannya relatif kecil, program ini mampu menghasilkan
kinerja yang cukup signifikan, bahkan melebihi dua kali lipat dari

persentase anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan
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efektivitas dalam penggunaan anggaran yang minimal namun tetap
mampu mencapai hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya ketimpangan
dalam alokasi dan pelaksanaan program, terutama pada sektor
penanggulangan bencana yang sepenuhnya tidak mendapatkan
perhatian anggaran. Di sisi lain, program pemerintahan daerah justru
mampu mencapai hasil yang baik dengan anggaran terbatas. Evaluasi
lebih lanjut diperlukan untuk meninjau kembali perencanaan strategis,
khususnya dalam memastikan bahwa program penting seperti
penanggulangan bencana mendapatkan alokasi yang memadai agar

dapat berfungsi secara optimal.

21. Satuan Polisi Pamong Praja

W Anggaran HKinerja

3,18
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN I

DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 125,08
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

100,00

Gambar 2. 114 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2025 TW I Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
realisasi anggaran sangat minim, hanya sebesar 3.18%, namun capaian
kinerjanya mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan efektivitas luar
biasa dari program tersebut dalam mencapai target yang diharapkan
meskipun dengan anggaran yang sangat kecil. Program ini mampu
berjalan optimal, bahkan mencapai target penuh tanpa banyak
dukungan anggaran. Kemungkinan besar, strategi efisiensi dan
optimalisasi sumber daya non-anggaran diterapkan dengan baik pada

program ini.
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Sebaliknya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota menunjukkan situasi yang berbeda. Realisasi
anggarannya mencapai 125.08%, jauh di atas 100%, sementara capaian
kinerjanya tercatat pada 100%. Ini menandakan bahwa meskipun target
kinerja tercapai sepenuhnya, biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran
yang dialokasikan. Kelebihan anggaran ini mungkin disebabkan oleh
kebutuhan mendesak atau pengeluaran tambahan yang tidak terencana
dalam perencanaan awal.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan perbedaan signifikan
dalam strategi implementasi kedua program. Program Peningkatan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum sangat efisien dengan anggaran
minimal, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
membutuhkan anggaran ekstra untuk mencapai targetnya. Ke
depannya, diperlukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran,
terutama untuk program yang cenderung melebihi alokasi anggaran,
guna memastikan perencanaan yang lebih matang dan akurat di masa

mendatang.
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22. Sekretariat Daerah

® Anggaran HKinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN _ 18.05
PEMERINTAHAN DAERAH ’

KABUPATEN/KOTA B 810

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 0 4,30
PEMBANGUNAN B 606

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN . 3,15

KESEJAHTERAAN RAKYAT | /630

PROGRAM PENUNJANG URUSAN g ¢ 46
PEMERINTAHAN DAERAH ’
KABUPATEN/KOTA 0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN g 3 3¢
PEMERINTAHAN DAERAH ’
KABUPATEN/KOTA B 1317

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN I 11,25
KESEJAHTERAAN RAKYAT [ 1667

M 332
B 10,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - 549

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA B 652

Program Perekonomian Dan Pembangunan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 0,00

KESEJAHTERAAN RAKYAT | so.59

PROGRAM PENUNJANG URUSAN g g9
PEMERINTAHAN DAERAH ’

KABUPATEN/KOTA N 33,61

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
11,72
PEMERINTAHAN DAERAH ]

KABUPATEN/KOTA N 23,04

Gambar 2. 115 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Program Tahun 2025 TW I Sekretariat Daerah
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi
anggaran tercatat sebesar 18.05% dengan capaian kinerja 18.10%.
Persentase anggaran dan kinerja yang hampir seimbang menunjukkan
implementasi program yang cukup optimal. Hal ini berbeda dengan
Program Perekonomian dan Pembangunan yang mencatat anggaran

sebesar 4.30% namun hanya mencapai kinerja 6.06%,
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mengindikasikan efektivitas program yang kurang maksimal dalam
realisasi di lapangan.

Selanjutnya, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
tampak mencolok dengan alokasi anggaran hanya 3.15%, namun
mampu mencapai kinerja yang tinggi sebesar 46.30%. Ini
menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pelaksanaan
program, di mana hasil yang dicapai jauh melampaui anggaran yang
dialokasikan. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa optimalisasi sumber
daya dapat dilakukan meskipun dengan dukungan anggaran terbatas.

Sebaliknya, beberapa program seperti Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat di sektor lainnya justru tidak memiliki alokasi
anggaran sama sekali (0.00%) namun mampu mencatatkan kinerja
seperti 33.61% dan 23.04%. Ini mengindikasikan adanya dukungan
non-anggaran dalam pelaksanaan kegiatan atau efisiensi maksimal

dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

23. Sekretariat DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7,62
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ 17,21

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 62,99

DAN FUNGSI DPRD B 1321

Anggaran M Kinerja

Gambar 2.120 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2025 TW I Sekretariat DPRD
Berdasarkan Gambar 2.120 mengenai capaian kinerja dan
realisasi anggaran Program Tahun 2025 TW [ Sekretariat DPRD,
terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara alokasi
anggaran dan capaian kinerja di dua program utama, yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
Pertama, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, terlihat bahwa alokasi anggaran yang direalisasikan
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hanya sebesar 7.62%, namun mampu mencapai kinerja sebesar
17.21%. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, program ini
berhasil mencapai hasil yang lebih tinggi dari anggaran yang
dialokasikan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam
penggunaan sumber daya yang cukup baik, meskipun target yang
dicapai masih jauh dari maksimal. Strategi optimalisasi sumber daya
tanpa ketergantungan besar pada anggaran tampaknya cukup efektif
di program ini.

Sebaliknya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD, alokasi anggaran yang diserap mencapai 62.99%,
namun kinerjanya hanya 18.21%. Ketidakseimbangan ini
menunjukkan bahwa anggaran yang besar tidak serta-merta diikuti
oleh kinerja yang sepadan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi
inefisiensi atau kendala dalam implementasi program yang perlu
dievaluasi lebih lanjut. Anggaran yang cukup besar seharusnya
mampu mendorong kinerja yang lebih optimal jika diiringi dengan
perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan adanya
ketidakseimbangan yang nyata dalam pemanfaatan anggaran.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
mampu menunjukkan efisiensi tinggi dengan anggaran terbatas,
sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
justru tidak maksimal meskipun dengan anggaran yang lebih besar.
Untuk peningkatan di masa depan, diperlukan evaluasi terhadap
strategi perencanaan anggaran dan eksekusi program, khususnya
pada pelaksanaan tugas DPRD agar lebih efektif dan efisien dalam

mencapai target yang diharapkan.
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24. Kecamatan Sesayap

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN = 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM B 8,33

PROGRAM PEMBINAAN DAN 0,00
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN 17,78

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - | 50

PROGRAM PENYELENGGARAAN 0.00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN .

PUBLIK I 25,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 18.45
PEMERINTAHAN DAERAH i

KABUPATEN/KOTA —— 35,30

Gambar 2. 125 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2025 TW I Kecamatan Sesayap

Berdasarkan Gambar 2.125 mengenai capaian kinerja dan
realisasi anggaran Program Tahun 2025 TW I Kecamatan Sesayap,
terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam penggunaan
anggaran dan capaian kinerja di berbagai program utama. Secara
umum, beberapa program tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali,
sementara yang lainnya menunjukkan realisasi anggaran yang rendah
dengan capaian kinerja yang bervariasi.

Pertama, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
tidak memiliki alokasi anggaran (0.00%), namun Program Koordinasi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetap mampu mencapai kinerja
sebesar 8.33%. Ini mengindikasikan bahwa meskipun tanpa dukungan
anggaran formal, program tersebut masih dijalankan, kemungkinan
besar dengan optimalisasi sumber daya internal atau dukungan non-
anggaran. Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa tidak mencatatkan hasil kinerja sama sekali,
menunjukkan bahwa program tersebut mungkin tidak dijalankan pada

periode ini.
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Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 17.78% dengan
capaian kinerja mencapai 37.50%. Rasio ini menunjukkan bahwa
program tersebut cukup efektif dalam memanfaatkan anggaran yang
tersedia, menghasilkan capaian kinerja lebih dari dua kali lipat
dibandingkan alokasi anggaran. Hal ini mencerminkan optimalisasi
penggunaan anggaran yang baik dan efisiensi dalam pelaksanaan
program. Kemudian, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik tidak memiliki alokasi anggaran (0.00%), namun
mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 25.00%. Pencapaian ini
cukup unik, menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar kegiatan ini
didukung oleh sumber daya non-anggaran atau menggunakan metode
operasional yang berbeda sehingga dapat tetap berjalan meskipun
tanpa dukungan anggaran langsung.

Terakhir, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota memiliki realisasi anggaran sebesar 18.45% dengan
capaian kinerja 35.30%. Meskipun anggaran yang dialokasikan relatif
kecil, program ini berhasil mencapai hampir dua kali lipat kinerjanya,
menunjukkan efektivitas yang baik dalam implementasi di lapangan.
Hal ini dapat menjadi contoh efisiensi yang bisa diadopsi oleh program

lain yang membutuhkan optimalisasi anggaran.
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25. Kecamatan Sesayap Hilir

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 0,00

PEMERINTAHAN DESA I 50,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN = 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM 0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT = 0,00
DESA DAN KELURAHAN 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.05
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA e 38,02

Gambar 2. 130 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2025 TW I Kecamatan Sesayap Hilir

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa capaian
kinerja dan realisasi anggaran dari beberapa program utama di
Kecamatan Sesayap Hilir menunjukkan ketimpangan yang cukup
mencolok. Dari lima program yang ditampilkan, hanya dua program
yang mencatatkan kinerja, sementara tiga program lainnya tidak
memiliki realisasi anggaran maupun capaian kinerja.

Pertama, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa berhasil mencatatkan capaian kinerja sebesar 50.00% tanpa
adanya alokasi anggaran (0.00%). Hal ini menunjukkan bahwa program
ini mampu berjalan secara optimal meskipun tidak didukung oleh
anggaran formal. Keberhasilan ini kemungkinan besar didorong oleh
efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya non-anggaran atau
bantuan teknis dari pihak lain. Namun, efektivitas seperti ini perlu
dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas
pelaksanaan program di masa depan.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota mencatatkan alokasi anggaran sebesar 2.05% dengan
capaian kinerja 38.02%. Rasio ini memperlihatkan bahwa meskipun

anggaran yang dialokasikan sangat kecil, capaian kinerja cukup tinggi.
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Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan anggaran, di

mana program mampu mencapai hasil signifikan dengan biaya minimal

26. Kecamatan Tana Lia

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN g | 4o
PEMERINTAHAN DAERAH ’
KABUPATEN/KOTA BN 12,43

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 0,00

PEMERINTAHAN DESA I 50,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN = 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM 0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00
DESA DAN KELURAHAN 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK = 0,00

Gambar 2. 135 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Program Tahun 2025 TW I Kecamatan Tana Lia

Berdasarkan gambar di atas, terlihat perbandingan antara alokasi
anggaran dan capaian kinerja untuk berbagai program di Kecamatan
Tana Lia pada Triwulan I Tahun 2025. Program yang mendapatkan
alokasi anggaran terlihat sangat terbatas, di mana hanya "Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" yang
memiliki anggaran sebesar 1,43. Sementara itu, program-program
lainnya seperti "Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa," "Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,"
"Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan," dan
"Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" sama
sekali tidak memiliki alokasi anggaran yang tercatat pada grafik
tersebut.

Dari sisi capaian kinerja, "Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa" menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan
capaian kinerja mencapai 50,00. Ini menunjukkan bahwa meskipun

tidak ada alokasi anggaran yang tercatat, program ini mampu mencapai
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target yang cukup besar dibandingkan dengan program lainnya. Hal ini
bisa mengindikasikan adanya efektivitas pengelolaan atau kolaborasi
dengan pihak lain di luar anggaran pemerintah. Di sisi lain, "Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" hanya
mencapai kinerja sebesar 12,43, meskipun memiliki anggaran yang
dialokasikan.

Keseluruhan data menunjukkan adanya ketimpangan antara
alokasi anggaran dan realisasi kinerja di Kecamatan Tana Lia pada
Triwulan I Tahun 2025. Beberapa program tidak mendapatkan
anggaran tetapi mampu menghasilkan capaian kinerja, sementara
program yang didanai justru memiliki capaian yang relatif kecil. Ini
dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meninjau
kembali alokasi anggaran dan efektivitas program agar lebih seimbang

dan berdampak maksimal pada masyarakat

27. Kecamatan Betayau

Anggaran HKinerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.50
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA P 12,08

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN = 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM 0,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN 0,00

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN [ 20,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN o
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN =’
PUBLIK 0,00

Gambar 2. 140 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2025 TW I Kecamatan Betayau
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat capaian kinerja dan
realisasi anggaran untuk program-program di Kecamatan Betayau pada
Triwulan I Tahun 2025. Dari empat program yang ditampilkan, hanya
"Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"
dan "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan" yang

menunjukkan capaian kinerja. "Program Penunjang Urusan
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" memiliki anggaran sebesar 1,50
dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 12,08. Meskipun anggaran
yang dialokasikan relatif kecil, program ini mampu mencapai hasil yang
cukup signifikan.

Selanjutnya, "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan" justru menunjukkan kinerja sebesar 20,00 tanpa alokasi
anggaran yang tercatat pada grafik. Hal ini menunjukkan efektivitas
yang cukup baik dalam pelaksanaannya, bahkan tanpa dukungan
anggaran formal. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari
kolaborasi masyarakat atau dukungan dari pihak lain di luar
pemerintah.

Di sisi lain, dua program lainnya, yaitu "Program Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik," tidak memiliki alokasi anggaran
maupun capaian kinerja. Kondisi ini menandakan adanya potensi
masalah dalam perencanaan dan implementasi program tersebut.
Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa
program-program tersebut bisa berfungsi optimal dan berdampak nyata

bagi masyarakat di periode selanjutnya.

28. Kecamatan Muruk Rian

Anggaran EKinerja

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 40,56
PEMERINTAHAN UMUM . s

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN = 0,00
PEMERINTAHAN DESA 0,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 14,59

DAN KETERTIBAN UMUM I 40,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 32,81
DESA DAN KELURAHAN s 50,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 86,12

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK [ 33,33

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH & 43.61
KABUPATEN/KOTA ’

Gambar 2. 145 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Program Tahun 2025 TW I Kecamatan Muruk Rian
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Berdasarkan gambar di atas, terlihat capaian kinerja dan realisasi
anggaran untuk program-program di Kecamatan Muruk Rian pada
Triwulan I Tahun 2025. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok
antara alokasi anggaran dan capaian kinerja di berbagai program.
Program "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum" memiliki
alokasi anggaran sebesar 40,56 namun hanya mencapai kinerja
sebesar 25,00, menandakan bahwa alokasi dana tidak sepenuhnya
termanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program tersebut.

Selanjutnya, program "Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa" tidak memiliki anggaran yang tercatat, dan
sebagai akibatnya, tidak ada capaian kinerja yang ditunjukkan. Hal ini
kontras dengan "Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum," yang memiliki anggaran 14,59 dan mencapai kinerja 40,00,
menunjukkan efektivitas yang baik meskipun dengan anggaran
terbatas. Demikian pula, "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan" menunjukkan capaian kinerja sebesar 50,00 dengan
anggaran sebesar 32,81, menandakan penggunaan dana yang relatif
optimal.

Sementara itu, "Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik" menampilkan anggaran tertinggi yaitu 86,12 dengan
capaian kinerja sebesar 33,33, menunjukkan ada ruang untuk
perbaikan dalam optimalisasi anggaran tersebut. Di sisi lain, "Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" memiliki
anggaran 6,03 dan berhasil mencapai kinerja sebesar 43,61,
menandakan efektivitas yang cukup baik. Keseluruhan data ini
mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam alokasi dan
pemanfaatan anggaran agar setiap program dapat berjalan lebih

maksimal di periode berikutnya
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29. Inspektorat

Anggaran ®Kinerja

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN 149,74
PENDAMPINGAN DAN ASISTENS! [ 15,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN M 5,55
PENGWASAN I 43,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH :
KABUPATEN,/KOTA B 25,27

Gambar 2. 149 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2025 TW I Inspektorat

Berdasarkan gambar di atas, terlihat capaian kinerja dan realisasi
anggaran untuk program-program di Inspektorat pada Triwulan I Tahun
2025. Terdapat tiga program utama yang ditampilkan, yaitu "Program
Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi," "Program
Penyelenggaraan Pengawasan," dan "Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota." Secara umum, ketiga program
tersebut menunjukkan capaian kinerja yang relatif rendah dibandingkan
alokasi anggaran yang diberikan.

Program "Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi"
mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, yaitu 149,74, namun
capaian kinerja yang tercatat hanya sebesar 15,52. Persentase realisasi
kinerja yang kecil ini mengindikasikan adanya kendala dalam
implementasi program, meskipun anggaran yang disediakan sangat besar.
Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena ada potensi inefisiensi
dalam penggunaan dana.

Selanjutnya, "Program Penyelenggaraan Pengawasan" memiliki
anggaran sebesar 5,55 dan mampu mencapai kinerja sebesar 43,33.
Meskipun anggarannya relatif kecil dibandingkan dengan program
lainnya, program ini menunjukkan efektivitas yang jauh lebih baik dalam
hal pemanfaatan anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal
serupa juga terjadi pada "Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota," yang dengan anggaran 6,22 berhasil mencapai
kinerja sebesar 25,27, menunjukkan bahwa meskipun dengan anggaran

terbatas, efektivitas pelaksanaannya cukup baik.
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BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat
bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan
keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah
pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan
daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk
menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan
informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi
ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar
yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengacu
pada batasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322).

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah
meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. Penerimaan Daerah;

4. Pengeluaran Daerah;

S. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan/ atau

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau
kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  daerah
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat
menentukan keberhasilan dari realisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana
Tidung perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan
masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka

pendanaan di masa yang akan datang.
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3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode
tahun 2020 hingga tahun 2024. Keuangan daerah merupakan komponen
paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis
mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk
memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis
secara tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan
melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang disusun
dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah
sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :

a.